BAB I


PENDAHULUAN

A. Definisi Hukum Acara Pidana


Sebelum mempelajari  lebih jauh mengenai hukum acara pidana, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu  definisi hukum acara pidana tersebut.  Hukum acara pidana merupakan hukum formil, artinya hukum yang  digunakan untuk mempertahankan hukum pidana materil diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta paraturan perundang-undangan lain dibidang hukum pidana.  Keberadaan hukum acara pidana ini terutama ditujukan untuk melindungi hak azasi manusia, baik bagi seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana maupun bagi korban suatu tindak pidana.  Berikut ini merupakan kutipan beberapa definisi hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

1. Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro,SH, mendifinisikan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa  (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

2. R. Achmad Soemadipradja,SH, mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.

3. Prof. Dr. Sudarto,SH, mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

4. J. De Bosch Kemper mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adlah sejumlah azas-azas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bilaman undang-undang pidana dilanggar.

5. Simons, mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

6. Van Bemellen, mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan swasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.

7. Prof. DR. Bambang Poernomo,SH, mengklasifikasikan hukum acara pidana menjadi tiga arti yaitu :

a. Dalam arti sempit, meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan dan peraturan tentang susunan pengadilan.

b. Dalam arti luas, mencakup pengertian dalam arti sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.

c. Pengertian yang sangat luas, meliputi peraturan pada tahap eksekusi putusan hakim termasuk alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai dengan selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.

8. Waluyadi, SH, mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan harus diterapkan oleh aparat hukum, bilamana seseorang itu diduga melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana sampai dengan seseorang itu menjalani hukuman baik yang berupa pidana, tindakan atau kebijaksanaan.

Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, sehingga harus memperhatikan azas-azas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

B. Sumber Hukum Acara Pidana


Dalam mempertahankan hukum pidana formil, khususnya beracara di bidang hukum pidana, tidak terlepas dari sumber-sumber hukum acara pidana yang berlaku.  Sumber-sumber hukum acara pidana tersebut antara lain :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (LNRI Tahun 1981 No. 76) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku 3 Desember 1981.

2. PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang mulai berlaku 1 Agustus 1983.

3. Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku tanggal 17 Desember Tahu 1970.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

7. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan. Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Tujuan Hukum Acara Pidana


Berdasarkan doktrin yang ada, tujuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil, maksudnya adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat, untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dipersangkakan dan atau telah didakwakan kepada seseorang benar-benar dilakukan serta membuktikan unsur kesalahan dari tindak pidana tersebut, yang ditunjang dengan formalitas-formalitas hukum tertentu yang diperiksa dalam proses persidangan.  Berbeda dengan hukum acara perdata, kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum.

2. Memperoleh putusan hakim, yaitu putusan yang ditetapkan hakim setelah melalui proses pemeriksaan ( penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak proses pemeriksaannya tertutup, walaupun pembacaan putusan tetap harus terbuka untuk umum).  Dalam proses pemeriksaan dan persidangan tersebut harus diterapkan azas Praduga tak bersalah (Procesrium A Contrario) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti.”

Seseorang yang dipersangkakan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana harus diadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai hukum acara yang telah ditetapkan, dengan kata lain, unsur kesalahan dari terdakwa harus dibuktikan didalam persidangan, karena walaupun tindak pidananya terbukti  tetapi apabila unsur kesalahannya tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana azas dalam hukum pidana yang menyatakan “Tiada pidana tanpa kesalahan”, untuk perkara demikian maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa putusan bebas (vrijsprak) atau putusan lepas.

3. Melaksanakan putusan hakim, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa pemidanaan terhadap suatu perkara pidana meliputi beberapa jenis yaitu:


A. Pidana pokok
:
1. Pidana mati






2. Pidana penjara





3. Pidana kurungan






4. Pidana denda 






5. Pidana tutupan


B. Pidana tambahan:
1. Pencabutan beberapa hak tertentu






2. Perampasan barang-barang tertentu






3. Pengumuman putusan hakim

Untuk melaksanakan putusan hakim tersebut, terdapat beberapa pihak yang  harus ada agar putusan termaksud dapat dilaksanakan.  Pihak-pihak itu terdiri dari :

1. Terpidana; 

2. Lembaga kejaksaan, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa serta melaksanakan  putusan hakim yang bersifat pidana atau pemidanaan;

3. Pihak lain yang tidak termasuk butir 1 dan 2 namun memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan hakim seperti pencabutan hak tertentu, misalnya dalam keanggotaan TNI dan sebagainya.

D. Azas-Azas Hukum Acara Pidana


Pelaksanaan hukum acara pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak melupakan azas-azas dalam hukum acara pidana, antara lain :

1. Azas peradilan pidana yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;

2. Azas peradilan pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Azas proses peradilan pidana harus didasarkan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
4. Azas peradilan pidana diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
5. Azas larangan campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman dalam peradilan pidana;
6. Azas Legalitas, artinya bahwa setiap orang tidak dapat disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, suatu peraturan pidana tidak berlaku surut;

7. Azas persamaan didepan hukum, artinya setiap orang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan sama tanpa membedakannya satu sama lain;

8. Azas Praduga tak bersalah, artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan  pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;  

9. Azas Tiada pidana tanpa kesalahan (Responsibility Act/Pertanggungjawaban pidana), maksudnya seorang terdakwa  tidak dapat dijatuhi sanksi pidana
 apabila unsur kesalahan dari tindak pidana yang telah dilakukannya itu tidak dapat dibuktikan, walaupun tindak 
pidananya sendiri terbukti telah dilakukan oleh terdakwa, seperti tindak pidana yang dilakukan karena pengaruh daya paksa atau dilakukan dalam rangka menjalankan undang-undang;

10. Azas seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak mengajukan Praperadilan dan atau menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi melalui proses yang ditetapkan undang-undang.
E. Peranan Beberapa Ilmu bagi Hukum Acara Pidana


Pelaksanaan hukum acara pidana tidak terlepas dari faktor pendukung dan peranan beberapa ilmu pengetahuan lain, yaitu :

1. Logika, sebagai ilmu yang mengarahkan untuk berpikir secara benar, berfungsi sebagai pemberi petunjuk dalam pengambilan keputusan pada proses peradilan pidana melalui berbagai macam penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, sehingga putusan yang diambil hakim dapat dilakukan dengan seadil-adilnya;

2. Psikologi, merupakan ilmu yang mempelajari  jiwa manusia dalam hubungannya dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya;

3. Psikiatri, adalah cabang ilmu kedokteran  yang mempelajari segala aspek mental manusia, baik dlam keadaan sehat maupun sakit, ilmu ini erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP ;

4. Kriminologi, sebagai suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan yang bertujuan memperoleh suatu pengertian dan tujuan mengenai kejahatan dengan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta-fakta kausal yang berhubungan dengan kejahatan si pelanggar hukum dan reaksi masyarakat terhadap kedua-duanya.  Kriminologi ini dapat pula ditunjang oleh ilmu lainnya seperti sosiologi hukum yang mencari suatu analisa ilmiah, kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum pidana; etiologie kriminologi yang mencari secara ilmiah sebab terjadinya kejahatan serta penologi yang mencari analisa ilmiah tentang berkembangnya hukum dalam arti manfaatnya yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan baik secara preventif maupun represif;

5. Kriminalistik, merupakan penggabungan dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, yang didalamnya tercakup cara-cara dilakukannya kejahatan dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu tindak kejahatan.

BAB  II

PEMERIKSAAN  PERKARA PIDANA


Hukum acara pidana di Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.  Tahapan beracara dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana terdiri dari :

1. Penyelidikan

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan pemasukkan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat

3. Penyidikan, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan

4. Pemeriksaan di Kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan

5. Pemeriksaan di pengadilan/Persidangan meliputi :

a. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

b. Nota Keberatan oleh Tedakwa atau kuasa hukumnya

c. Pembuktian (pemeriksaan saksi/saksi ahli, surat, petunjuk dan Terdakwa)

d. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

e. Nota Pembelaan/Pledoi oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya

f. Replik oleh Jaksa Penuntut Umum

g. Duklik oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya

h. Putusan

i. Upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali

PENANGKAPAN

· Diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 19 KUHAP

· Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian disertai surat perintah penagkapan yang berisi identitas Tersangka, alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan.  Apabila penagkapan dilakukan terhadap kejahatan yang tertangkap tangan maka surat perintah penangkapannya menyusul dan tembusannya diberikan kepada pihak keluarga Tersangka.

PENAHANAN

· Diatur dalam Pasal  20 s.d. Pasal 31 KUHAP

· Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih

· Penahanan juga dapat dilakukan terhadap Tersangka yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 21  ayat 4 huruf b KUHAP yaitu Pasal 282 (3), Pasal 296, Pasal 335 (1), Pasal  351 (1), Pasal 353 (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 (a), Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal  480 dan Pasal 506 KUHP,dsb.

· Jenis penahan terdiri dari penahan rumah tahanan, penahan rumah dan penahanan kota.

· Penahanan dilakukan karena alasan adanya kekhawatiran Tersangka/Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

· Lamanya penahanan :

a. oleh Penyidik maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh JPU maksimal 40 hari, setelah itu Penyidik harus mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum, walaupun pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidikan belum selesai

b. oleh JPU maksimal 20 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua PN maksimal 30 hari, setelah itu JPU harus mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum

c. oleh hakim Pengadilan Negeri maksimal 30 hari, dapat diperpanjang Ketua PN maksimal 60 hari, setelah itu Terdakwa harus dikeluarkan dari tanahan demi hukum.

d. oleh  hakim Pengadilan Tinggi maksimal 30 hari, dapat diperpanjang Ketua PT maksimal 60 hari, setelah itu Terdakwa harus dikeluarkan dari tanahan demi hukum.

e. oleh Hakim Agung maksimal 50 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua MA maksimal 60 hari, setelah itu Terdakwa harus dikeluarkan dari tanahan demi hukum.

· Lamanya penahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan hakim, sedangkan penahanan rumah dikurangkan sepertiganya dari lama hukuman penjara yang dijatuhkan hakim dan penahanan kota dikurangkan seperlimanya dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan hakim.

PENGGELEDAHAN BADAN DAN PEMASUKAN RUMAH

· diatur dalam Pasal 32 s.d. Pasal 37 KUHAP

· dilakukan oleh petugas kepolisian disertai perintah tertulis dari atasan petugas tersebut

· Petugas yang memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang  saksi apabila penghuni menyetujuinya dan harus disaksikan 2 orang saksi serta kepala desa atau ketua lingkungan apabila penghuni menolaknya

· Dalam waktu 2 hari setelah penggeledahan tersebut harus dibuat Berita Acaranya dan tembusannya diserahkan kepada penghubi

PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT

· diatur dalam Pasal 38 s.d. Pasal 49 KUHAP

· dilakukan oleh petugas kepolisian disertai surat perintah tertulis dari atasannya

PENYELIDIKAN

· Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

· Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

· Ketentuan lain antara lain : Pasal 4,5 KUHAP

PENYIDIKAN

· Pasal 1 angka 2 KUHAP “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

· Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawan negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

· Ketentuan lain : Pasal 6-12 KUHAP

· Khusus perkara korupsi  (besar) penyidikannya dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) 

· Selama proses penyidikan, Tersangka berhak didampingi Advokat 

PELIMPAHAN KE KEJAKSAAN, PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN DAN PELIMPAHAN KE PENGADILAN

· Setelah penyidikan dianggap cukup oleh Penyidik maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, untuk selanjutnya diperiksan oleh JPU yang ditunjuk.

· Apabila JPU berpendapat berkas perkara masih terdapat kekurangan, maka berkas tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan atau tanpa P-19 (petunjuk JPU, misalnya adanya tambahan Tersangka), kemudian berkas itu harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai petunjuk JPU dan setelah lengkap dikembalikan kepada JPU.

· Apabila JPU memandang berkas perkara telah cukup lengkap maka perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan (P-21)

PERSIDANGAN

· Dakwaan dibuat oleh JPU, berisi uraian peristiwa dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa disertai ketentuan/pasal yang mengaturnya, bisa dakwaan tunggal, alternatif atau kumulatif

· Nota Keberatan dibuat oleh Terdakwa atau kuasanya (Advokat berdasarkan surat kuasa khusus) berisi keberatan-keberatan atas surat dakwaan JPU

· Pembuktian, dilakukan dari pihak JPU dan Terdakwa

· Tuntutan, dibuat oleh JPU berisi tuntutan hukuman yang dikehendaki JPU agar dijatuhkan kepada Terdakwa melalui putusan hakim.  Menurut Pasal 10 KUHP hukuman pokok bisa berupa pidana mati, penjara, denda dan kurungan, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pelaksanaan putusan hakim.

· Nota Pembelaan, dibuat oleh Terdakwa atau melalui kuasanya (Advokat) berisi sanggahan  atau keberatan dan pembelaan atas segala tuntutan JPU

· Replik, dibuat oleh JPU berisi tanggapan atas nota pembelaan

· Duplik,  dibuat oleh Terdakwa atau kuasanya (Advokat) berisi tanggapan atas Replik JPU

· Putusan, Dijatuhkan oleh majelis hakim.
Banding atas putusan hakim tingkat PN dapat dilakukan oleh JPU dan atau Terdakwa dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan
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